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Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindka pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna nakotika mengedepankan pendekatan humanistic yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku penyakahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperpaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakata secara wajar. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi pidana terhadap pecandu  narkotika, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pecandu narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) yaitu dengan menganalisis kasus (case study) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian yaitu ketentuan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika jenis shabu  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  adalah pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika perlu diganti dengan tindakan rehabilitasi sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system). Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu  narkotika adalah penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pecandu narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh adalah pada saat ditanggap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.
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ABSTRACT

Drug abuse is classified as a criminal act under Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics. The application of the criminal punishment system to perpetrators of
drug abuse prioritizes a humanistic approach that takes into account the principle
of individualization of punishment in the use of criminal sanctions as a means of
combating crime. In essence, drug abusers are also victims in need of medical
assistance. The implementation of medical and social rehabilitation measures aims
to improve the condition of drug abusers, freeing them from drug dependence and
enabling them (o reintegrate into society riormally. The objective of this research is
to find out and analyze the provisions of criminal sanctions against narcotics
addicts in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, to find out and analyze
the objectives of punishment to be achieved through criminal sanctions against
narcotics addicts, to find out and analyze the judge’s legal considerations in
sentencing narcotics addicis in the decision of the Sei Rampah District Court
Number 9/ PidSus/ 2024/ PN Srh. The research used is normative legal research.
The nature of this research is descriptive analysis with a statutory approach (state
approach) and an analytical approach (analytical approach) namely by analyzing
cases (case study) using qualitative methods to be able o draw conclusions
deductively. The results of the research are the provisions of criminal sanctions for
imprisonment and rehabilitation for narcotics addicts of the type  of
methampheiamine in Law Number 35 of 2009 concerning Narcorics is that
imprisonment for victims of narcotics abuse needs 1o be replaced with
rehabilitation measures as adopted in the two-track system in sentencing (double
track system). The goal of sentencing, achieved through imprisonment and
rehabilitation for drug addicts, is that the imposition of imprisonment for drug
abusers, particularly drug addicts, will not address the root of the problem if the
perpetrator is not provided with treatment 10 break free from their dependence on
drugs. Drug addicts require special treatment, both medical and social, so they can
reintegrate into society normally. An analysis of the judge's legal considerations in
Sentencing a drug addict in the Sei Rampah District Court decision No.
9/Pid.Sus)2024/PN Srh is that upon arrival, evidence was found in the form of Class

RNpe of methanphetamine, weighing no more than 1 (one) gram,
av's use. A laboratory test result showed the defendant’s urine
Narcotics. The trial found that the defendant was not involved in
1g, but rather purchased i for his own use.
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